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Pendahuluan

Latar Belakang

Indonesia mengalami peningkatan kebutuhan terhadap kendaraan pribadi seiring perkembangan
aktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan mobilitas sehari-hari. Peningkatan
kepemilikan mobil perlu diikuti regulasi yang memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi,
terutama terkait registrasi, identifikasi, persyaratan kendaraan, dan kewajiban perpajakan. Meskipun
berbagai aspek tersebut telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, keteraturan
dan keselarasan antarketentuan tetap perlu dikaji. Hal ini berkaitan dengan SDGs ke-16 yang
menekankan supremasi hukum, keadilan, kelembagaan yang efektif dan akuntabel, transparansi,
akses informasi, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis
keselarasan regulasi kepemilikan mobil di Indonesia dengan prinsip dan nilai SDGs ke-16.
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Pendahuluan

Alasan mengapa penelitian tersebut penting untuk dilakukan (Urgensi Penelitian)

Regulasi kepemilikan mobil di Indonesia tersebar dalam beberapa peraturan, mulai dari registrasi,
identifikasi, persyaratan kendaraan, hingga kewajiban perpajakan.

Banyaknya regulasi perlu disertai keteraturan dan keselarasan antarketentuan, agar tidak menimbulkan
prosedur yang tumpang tindih atau membingungkan masyarakat.

SDGs ke-16 menekankan kepastian hukum, keadilan, kelembagaan yang efektif dan akuntabel,
transparansi, akses informasi, serta partisipasi masyarakat, sehingga prinsip tersebut relevan digunakan
untuk menilai kualitas regulasi kepemilikan mobil.

Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji keselarasan regulasi kepemilikan mobil di
Indonesia dengan prinsip dan nilai SDGs ke-16 melalui pendekatan hukum normatif.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana regulasi yang telah berlaku telah
sejalan dengan SDGs ke-16 serta aspek apa yang masih perlu diperkuat dalam penataan dan
pelaksanaannya.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Apakah regulasi kepemilikan mobil di Indonesia telah sejalan dengan
prinsip dan nilai yang diusung oleh SDGs ke-16?

Rumusan masalah ini digunakan untuk menganalisis keselarasan regulasi kepemilikan mobil yang berlaku
dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, transparansi, akuntabilitas, akses informasi, dan partisipasi
masyarakat dalam SDGs ke-16.

Fokus Penilaian

Penelitian ini berfokus pada regulasi kepemilikan mobil yang telah berlaku di Indonesia dan
keterkaitannya dengan prinsip SDGs ke-16, meliputi kepastian hukum, keadilan, efektivitas dan
akuntabilitas kelembagaan, transparansi, akses informasi, serta partisipasi masyarakat. Penelitian
ini tidak diarahkan pada pembentukan regulasi baru, tetapi melihat keteraturan dan keselarasan
regulasi yang sudah berlaku.
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Jenis Penelitian: Penelitian hukum normatif (normative legal research).

Pendekatan: Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah regulasi

yang berkaitan dengan kepemilikan mobil, registrasi, identifikasi, kelayakan kendaraan,
pelayanan, dan pajak.

Bahan Hukum: (1) Primer: UU No. 22 Tahun 2009; PP No. 55 Tahun 2012; UU No. 1 Tahun 2022;
Perpol No. 7 Tahun 2021; serta regulasi pelayanan, administrasi, dan informasi yang relevan [3]-

[6], [13], [15], [18]. (2) Sekunder: buku hukum/kebijakan, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan resmi
pemerintah/organisasi internasional.

Analisis: Bahan hukum dianalisis secara deskriptif untuk melihat kesesuaian regulasi yang
berlaku dengan prinsip dan nilai SDGs ke-16.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan mobil di Indonesia telah diatur melalui beberapa peraturan
perundang-undangan yang saling berkaitan. Pengaturan tersebut meliputi registrasi dan identifikasi kendaraan,
persyaratan dan kelayakan kendaraan, serta kewajiban perpajakan. Registrasi dan identifikasi kendaraan diatur
melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan diperjelas melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Sementara itu, persyaratan teknis dan kelayakan kendaraan diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, sedangkan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022.

Selanjutnya, regulasi tersebut dilihat berdasarkan prinsip dan parameter SDGs ke-16, yaitu supremasi hukum dan
kepastian hukum, akses yang setara terhadap keadilan, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi kelembagaan,
pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, dan partisipatif, akses masyarakat terhadap informasi, serta
keadilan dan non-diskriminasi. Parameter tersebut digunakan sebagai dasar untuk melihat keterkaitan regulasi
kepemilikan mobil dengan prinsip dan nilai SDGs ke-16.

Berdasarkan hasil tersebut, regulasi kepemilikan mobil di Indonesia secara normatif telah memiliki kesesuaian
dengan sebagian besar prinsip SDGs ke-16. Namun, kesesuaian tersebut belum dapat dikatakan sepenuhnya
optimal karena regulasi kepemilikan mobil tersebar dalam beberapa peraturan dengan ruang lingkup yang berbeda,
sehingga dalam pelaksanaannya masih membutuhkan keterpaduan dan konsistensi antarregulasi serta
antarinstansi.
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Pembahasan

1. Kepastian Hukum dan Akses terhadap Keadilan

Kesesuaian pertama terlihat dari aspek kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur
kewajiban registrasi kendaraan bermotor, sedangkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2021 memperjelas proses registrasi dan identifikasi kendaraan. Adanya pengaturan mengenai BPKB,
STNK, TNKB, identitas kendaraan, dan perubahan data kepemilikan memberikan dasar hukum bagi masyarakat
untuk mengetahui status kendaraan dan prosedur administrasi yang harus dipenuhi. Hal ini berkaitan dengan
target 16.3 yang menekankan supremasi hukum dan akses yang setara terhadap keadilan. Namun, keberadaan
aturan saja belum otomatis menjamin kepastian hukum sepenuhnya karena kepastian hukum juga dipengaruhi
oleh konsistensi dalam pelaksanaan administrasi.

2. Efektivitas, Transparansi, dan Akuntabilitas Lembaga

Aspek berikutnya adalah efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan. Administrasi kendaraan
melibatkan beberapa lembaga pemerintah, khususnya dalam registrasi, identifikasi, pelayanan administrasi,
dan perpajakan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan dasar bagi penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan yang memiliki kepastian, prosedur, efektivitas, serta pertanggungjawaban yang
jelas. Hal ini sejalan dengan target 16.6 mengenai kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan transparan.
Meskipun demikian, keterhubungan antarregulasi dan koordinasi antarinstansi tetap perlu diperhatikan agar
tidak menimbulkan prosedur yang tumpang tindih atau membingungkan masyarakat.
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Pembahasan

3. Keadilan dan Non-Diskriminasi

Dari aspek keadilan dan non-diskriminasi, kewajiban registrasi, identifikasi, pemenuhan persyaratan kendaraan,
dan pembayaran pajak pada dasarnya didasarkan pada ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Hak dan
kewajiban pemilik kendaraan diberikan berdasarkan status hukum dan objek kendaraan, bukan berdasarkan latar
belakang pribadi pemilik. Dengan demikian, pengaturan tersebut secara normatif telah mengarah pada penerapan
perlakuan yang setara bagi pihak yang berada dalam kondisi hukum yang sama. Hal ini berkaitan dengan target
16.b mengenai hukum dan kebijakan yang tidak diskriminatif.

4. Akses Masyarakat terhadap Informasi

Kesesuaian selanjutnya dapat dilihat dari akses masyarakat terhadap informasi. Pemilik kendaraan
membutuhkan informasi mengenai persyaratan registrasi, perubahan kepemilikan, pembayaran pajak, prosedur
pelayanan, serta hak dan kewajiban sebagai pemilik kendaraan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan
dasar bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pelayanan. Oleh karena itu,
keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam mendukung target 16.10, karena informasi yang jelas dan
mudah diakses dapat membantu masyarakat memahami dan memenuhi kewajiban administrasinya.
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Pembahasan

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat berkaitan dengan target 16.7 yang menekankan pengambilan keputusan yang
responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif. Dalam konteks regulasi kendaraan, masyarakat merupakan
pihak yang secara langsung menerima kebijakan dan pelayanan administrasi kendaraan. Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan dalam penyelenggaraan lalu lintas
dan angkutan jalan. Masyarakat juga dapat memberikan masukan dan pengaduan, sedangkan keterbukaan
informasi dan pemanfaatan layanan digital dapat membantu memperkuat partisipasi tersebut.

6. Penataan Regulasi Kepemilikan Mobil dalam Mendukung SDGs ke-16

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, penataan regulasi dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk
membentuk atau mengganti peraturan baru. Penataan dimaknai sebagai melihat keteraturan, keterkaitan, dan
kesesuaian regulasi yang telah berlaku. Secara normatif, regulasi kepemilikan mobil telah mendukung
berbagai prinsip SDGs ke-16. Namun, karena pengaturannya tersebar dalam beberapa peraturan dengan
ruang lingkup yang berbeda, diperlukan keterpaduan, koordinasi, dan konsistensi dalam pelaksanaannya.
Dengan demikian, kualitas penataan regulasi tidak hanya dilihat dari keberadaan aturan, tetapi juga dari
hubungan antaraturan dan kemampuan lembaga dalam melaksanakannya secara konsisten.
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Pembahasan

Hasil Akhir Pembahasan

Berdasarkan seluruh aspek yang telah dibahas, regulasi kepemilikan mobil di Indonesia
secara normatif telah sejalan dengan sebagian besar prinsip dan nilai yang diusung oleh
SDGs ke-16, khususnya dalam aspek kepastian hukum, kelembagaan yang efektif dan
akuntabel, keadilan, transparansi, akses informasi, serta partisipasi masyarakat. Namun,
keselarasan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih diperlukan keterpaduan
antarregulasi dan konsistensi dalam penyelenggaraan administrasi kendaraan.
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Temuan Penting Penelitian

TEMUAN PENTING PENELITIAN

Regulasi kepemilikan mobil di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang mengatur registrasi,
identifikasi, persyaratan kendaraan, dan perpajakan. Secara normatif, regulasi tersebut telah sejalan
dengan sebagian besar prinsip dan nilai SDGs ke-16, tetapi belum sepenuhnya optimal karena masih
diperlukan keterpaduan antarregulasi dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

RESEARCH GAP

Penelitian terdahulu mengenai kendaraan bermotor lebih banyak membahas tanggung jawab
masyarakat, pembiayaan kepemilikan kendaraan, serta penggunaan kendaraan pribadi berdasarkan
aspek hukum. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus membahas keselarasan berbagai
regulasi kepemilikan mobil di Indonesia dengan prinsip dan nilai SDGs ke-16.

NOVELTY PENELITIAN

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap regulasi kepemilikan mobil yang telah
berlaku di Indonesia dengan menggunakan prinsip dan nilai SDGs ke-16 sebagai dasar penilaian.
Penelitian ini tidak diarahkan untuk membentuk regulasi baru, tetapi melihat keteraturan dan

keselarasan regulasi yang telah ada dengan kepastian hukum, keadilan, transparansi, akuntabilitas,
akses informasi, dan partisipasi masyarakat.
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Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian:
1. Manfaat Teoretis

Memberikan tambahan kajian di bidang hukum mengenai regulasi kepemilikan mobil serta
keterkaitannya dengan prinsip dan nilai SDGs ke-16, khususnya kepastian hukum, keadilan,
transparansi, akuntabilitas, akses informasi, dan partisipasi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran mengenai keteraturan dan keselarasan regulasi kepemilikan mobil
yang telah berlaku, serta menjadi bahan pertimbangan untuk memperkuat keterpaduan
antarregulasi dan konsistensi pelaksanaannya dalam mendukung SDGs ke-16.
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Berdasarkan hasil penelitian, regulasi kepemilikan mobil di Indonesia telah
memiliki dasar hukum yang mengatur registrasi, identifikasi, persyaratan
kendaraan, dan kewajiban perpajakan melalui beberapa peraturan yang saling
berkaitan. Secara normatif, regulasi tersebut telah sejalan dengan sebagian
besar prinsip dan nilai SDGs ke-16, khususnya dalam aspek kepastian hukum,
kelembagaan yang efektif dan akuntabel, keterbukaan informasi, partisipasi
masyarakat, serta penerapan hukum vyang tidak diskriminatif. Namun,
keselarasan tersebut belum sepenuhnya optimal karena regulasi kepemilikan
mobil melibatkan beberapa peraturan dan lembaga yang membutuhkan
keterpaduan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penataan regulasi dalam
penelitian ini dipahami sebagai upaya menjaga keteraturan, keterhubungan, dan
konsistensi pelaksanaan regulasi yang telah berlaku untuk mendukung
pencapaian SDGs ke-16, bukan sebagai pembentukan regulasi baru.
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